ABSTRAK

Nadira Syawaliyah Nurfaedah (1213050135): Permohonan Sita Jaminan Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg Dan Putusan
Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt

Sita jaminan merupakan upaya hukum preventif yang diajukan penggugat untuk
menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Namun,
dalam praktiknya, permohonan sita jaminan tidak selalu dikabulkan, tergantung pada
pertimbangan hukum Hakim. Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor
4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum terhadap
permohonan sita jaminan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami
konsistensi penerapan hukum serta perlindungan hak penggugat dalam perkara perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan sita jaminan, pertimbangan
hukum Hakim, dan akibat hukum sita jaminan terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bdg dan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor
4/Pdt.G.S/2023/PN Lxrt.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori
kepastian hukum dan teori ratio decidendi. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis
terkait permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis
dengan pendekatan studi kasus (case study) yaitu mempelajari suatu kejadian, situasi,
peristiwa atau fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan
karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data
dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan
Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt diajukan dengan cara yang sama, yakni
melalui petitum surat gugatan. Namun, terdapat perbedaan hasil, perbedaan ini
mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sita jaminan. Pertimbangan hukum
Hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bandung menolak
permohonan dengan alasan tidak diajukannya permohonan secara eksplisit selama
persidangan, sementara Pengadilan Negeri Larantuka mengabulkan permohonan tersebut
dengan petimbangan yang merujuk pada pendapat Zulkarnaen serta mengacu pada
ketentuan Pasal 260 ayat (7) RBg. Meskipun sita jaminan merupakan instrumen penting
untuk melindungi hak penggugat, perbedaan keputusan antara kedua pengadilan
menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan standarisasi
dan pedoman yang jelas dari Mahkamah Agung agar penerapan sita jaminan lebih seragam
dan adil. Keberhasilan permohonan sita jaminan sangat bergantung pada kekuatan bukti,
pertimbangan hakim yang objektif, dan adanya standar hukum yang konsisten. Upaya
harmonisasi dalam praktik peradilan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
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